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Tujuan Pembelajaran

O 1 Memiliki pengetahuan untuk mengidentifikasi dan

mendiskusikan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan
dengan Swakelola dengan masukan informasi dari Standar
Harga Regional

02 Swakelola Tipe |

Kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dilaksanakan
dengan Cara Swakelola, khususnya Swakelola Tipe | (make or

buy)

Kontrak Swakelola

O 3 Aspek berkontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Swakelola
Tipe |

04 Standar Harga Regional

Detil dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang
Standar Harga Regional (Perpres 33/2020) sebagai sumber
Informasi estimasi Perencanaan Swakelola
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Make or Buy?

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan dengan cara
Swakelola; dan/atau Penyedia (Pasal 3 ayat (3))

Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
yang selanjutnya

disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan
Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Pasal 1 angka 17 Perpres 16/2018 Penyelenggara Swakelola adalah Tim

yang
menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

Pasal 1 angka 23 Perpres 16/2018 Pengadaan Barang/Jasa melalui
Swakelola yang

selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang
dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah,
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi kemasyarakatan,
atau kelompok masyarakat

Pasal 1 angka 28 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan kontrak.

1

Strategic make or buy
decisions will involve the
overall organisational
strategy. Operational
make or buy decisions
will be based on the
capacity and capability
of the buying
organisation, relative to,
the analysis by the
procurement department

of the potential

suppliers.”




CARA PENGADAAN

Pasal 3 ayat (1) Perpres 16/2018
Pengadaan Barang/Jasa meliputi
Barang, Pekerjaan Konstruksi,
Jasa Konsultansi, dan Jasa
Lainnya dilaksanakan dengan
Cara Swakelola dan/atau

Penyedia

Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan secara
terintegrasi.

Strategic Decision
sal 18 ayat (1) Perpres
PBJP

Identifikasi Kebutuhan
* Penetapan

+ Cara

+ Jadwal

* anggaran

Cara Pengadaan
Pasal 3 ayat (2) Perpres
16/2018 dan

Pasal 16 PerLKPP 7/2018
Swakelola dan/atau
Penyedia

Perencanan Pengadaan
Barang/Jasa melalui
Swakelola

Mission
Tujuan Organisasi

O

Overall organisastion
Strategy, based on the
capacity of the
organization

Identifikasi Kebutuhan

Pasal 14 ayat (1) PerLKPP
7/2018dituangkan dalam
dokumen penetapan

Pasal 14 ayat (2) penetapan
berupa : barang, pekerjaan
konstruksi, jasa konsultansi,
dan/atau jasa lainnya.

Kriteria
Pasal 17 ayat (1) PerLKPP 7/2018



Barang/Jasa Kriteria Cara Swakelola

Peraturan LKPP Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Q Interest

Dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau
sifatnya tidak diminati oleh Penyedia;

6 HR Development

Penyelenggaraan pendidikan dan/atau
pelatihan, kursus, penataran, seminar,
lokakarya atau penyuluhan;

6 Creative

barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha
ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri
untuk kegiatan pengadaan festival,
parade seni/budaya;

° Data Processing Q Prototyping 6 Community Development

sensus, survei, pemrosesan/pengolahan barang/jasa yang masih dalam barang/jasa yang dihasilkan oleh

data, perumusan kebijakan publik, pengembangan sehingga belum dapat Organisasi kemasyarakatan, kelompok
pengujian laboratorium dan disediakan atau diminati oleh penyedia; masyarakat, atau barang/jasa yang
pengembangan sistem, aplikasi, tata pelaksanaan pengadaannya memerlukan
kelola, atau standar mutu tertentu; partisipasi masyarakat.

Tipe | : Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran
Tipe Il : Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;

Tipe Il : yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah Penanggung jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh Organisasi
Kemasyarakatan pelaksana Swakelola; dan

Tipe IV :Swakelola yang dirrencanakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung jawab Anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan
dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola
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Kontrak Swakelola

Umum terdapat pada selain
Tipe |

Didahului MoU (selain Tipe 1)

Perjanjian Kerja Sama (kontrak
Swakelola selain tipe 1)

Berbeda Kontrak Penyedia
Meniadakan akibat hukum

Berdasarkan sepemahaman

Lebih lanjut dapat dibaca di :
https://bit.ly/KONTRAKSWAKELOLA

Kontrak Swakelola Tipe |

v' Berbentuk Keputusan

v' Keputusan Penyelenggara

ditetapkan PA/KPA

Spesifikasi Teknis/KAK

Singkat : Sasaran, Pelaksana,
Rencana Kegiatan, Jadwal,
dan RAB

Tim Pelaksana melaporkan
berkala pada PPK

Terdapat Kegiatan
Pengawasan

Terdapat Pertanggungjawaban
dan Serah Terima

Modern PowerPoint Presentation

SWAKELOLA

NO.1 Presentation




Keputusan PA Penyelenggara Swakelola Tipe |

Penetapan
Penyelenggara
Swakelola oleh
PA/KPA untuk Tipe |
(Pasal 4 ayat (5)
huruf a PerLKPP
8/2018)

Penetapan
Sasaran

pekerjaan Swalelola
ditetapkan oleh
PA/KPA

(Pasal 7 ayat (2)
PerLKPP 8/2018)

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Telp. (0542) 594754 Fax.(0542) 594756594795

SENDAWAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 892.1/ 306z /PBJ-TU.P/VII1/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN MANAJEMEN
RISIKO PENGADAAN BARANG / JASA PADA LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan

Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan
barang / jasa Pemerintah, dipandang perlu untuk
membentuk tim yang mengembangkan sistem
manajemen risiko pengadaan barang/jasa pada
pusat keunggulan pengadaan barang / jasa
pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai
Barat

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Kketentuan
Pasal 31 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Kutai
Barat Nomor 25 tahun 2017 tentang Tugas Pokok,
Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di
Lingkungan Sekretariat Daerah Dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai
Barat sebagai evaluator dan pengendali kebijakan
pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah
Kabupaten Kutai Barat

c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 6 huruf b Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Nomor 14 tahun 2018
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagai
salah satu upaya untuk mengelola kelembagaan
Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa
bahwa untuk melaksanakan operasional efektif
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Daerah Tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek
Perubahan Manajemen Risiko Pengadaan Barang /
Jasa Pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai
Barat.

: 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Sasaran kerja Tim Efektif Proyek Perubahan

Manajemen Risiko Pengadaan Barang / Jasa Pada

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat,

adalah :

1. Terbentuknya Panduan Manajemen Risiko PBJ

2. Terciptanya Standar Operasional Prosedur

3. Terbangunnya Aplikasi Manajemen Evaluasi
Risiko (A.M.E.R Versi beta dengan sinkronisasi
manual)

Masa kerja terhitung mulai tanggal ditetapkannya
Keputusan ini sampai dengan selesai;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal, 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH,




Persiapan Pengadaan Swakelola Tipe |

Penetapan
Penyelenggara
Swakelola oleh
PA/KPA untuk Tipe |
(Pasal 4 ayat (5)
huruf a PerLKPP
8/2018)

Rencana Kegiatan,
Jadwal Pelaksanaan, dan

RAB

Ditetapkan oleh PPK
dengan memperhitungkan
tenaga
ahli/peralatan/bahan
tertentu yang dilaksanakan
dengan kontrak terpisah

Jangka Waktu Output

Pendek (1-8 1.
Minggu)

Manajemen risiko

PBJ telah memiliki
pedoman, 3.
panduan, SOP, dan
aplikasi sebagai

tools sehingga

risiko inherent

dapat diketahui

Menengah hingga 1.
Panjang (> 6 bulan
s.d 3 Tahun)

Tujuan

QOutcome

Panduan Manajemen
Risiko PBJ (Buku)
Standar Operasional
Prosedur

(Dokumen)

Aplikasi Manajemen
Evaluasi Risiko

(Versi beta dengan
sinkronisasi manual)

Pembaharuan dan
eskalasi Pedoman
Manajemen Risiko
dalam bentuk Produk
Hukum Daerah
(Keputusan/Peraturan
Bupati)

Pembaharuan Standar
Operasional Prosedur
(Dokumen)

A.M.E.R (perbaikan bug
dan proses hingga Versi
Production berbasis
DBMS Server-client dan
pre-development
online)

Ditetapkannya Status
Sub-Variabel
Manajemen Risiko
terbaru oleh LKPP (Level
5)

Pemanfaatan Produk oleh unsur
Pelaku Pengadaan sebagai
berikut :

a. Dinas Pekerjaan
Umum Penataan
Ruang (Lingkup PPK
dan PPTK)
b. Layanan Pengadaan
Secara Elektronik
(LPSE) Kab. Kutai Barat
c. Bagian pengadaan
Barang dan Jasa
d. Kelompok Kerja
Pemilihan
Kompilasi data minimal 5 Unit
Kerja hingga seluruh Unit
Kerja, dan mencakup seluruh
Pelaku Pengadaan
Barang/Jasa sehingga dapat
memberikan snapshot risiko
lebih luas tentang gambaran
risiko pengadaan barang/jasa
Pemerintah Kutai Barat yang
dapat dibandingkan dari masa
ke masa

<«———» : Hubungan Formal

L4 i
Kasubag LP (+7.3) || |

v

Kasubag EPS (+7)

» : Hubungan Informal /




LAMPIRAN [

KEPUTUSAN

SEKRETARIS

NOMOR
2018

DAERAH
AGUSTUS

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK
PERUBAHAN MANAJEMEN RISIKO PENGADAAN
BARANG / JASA PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

STRUKTUR TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN MANAJEMEN RISIKO
PENGADAAN BARAN(

L

G / JASA PADA
"AH

KUTAI BARAT

Ditetapkan di Sendawar

Pada tanggal, 27 Agustus 2018

Nama jabatan Uraian Tugas Sebagai anggota Tim
Faresa Marsall Staf Sub- 1. Menelaah kompatibilitas rancangan
Aswindo, SH Bagian teknis pengadaan barang/jasa dan
Evaluasi dan teknis manajemen risiko, termasuk agar
F i tidak normatif pada dasar
Sanggah hukum yang berlaku
2. Melaksanakan produksi materi cetak
pedoman
‘ 3. Melaksanakan tugas lain-lain sesuai
arahan |
. _Unit Kreatif dan Dokumentasi
Nama Jabatan Uraian Tugas sebagai anggota Tim
Yuvensius Nggala Staf Sub- 1. Membuat konten kreatif tematik terkait
Parera, S.Hut Bagian manajemen risiko
2
dan 3. Mengelola dokumentasi
Pembinaan 4. Melaksanakan tugas lain-lain sesuai
arahan
Efryanda Firnandus, Staf Sub- 1. Membuat konten kreatif tematik
SPd Bagian promosi produk pada website Bagian

dan
Pembinaan

P

w

ga
Mengkompilasi dan melakukan
penyesuaian  produk internalisasi,
konten kreatif dan dokumentasi untuk
publikasi pada website Bagian PB]
Melaksanakan tugas lain-lain sesuai
arahan

Turibius Jorant S Staf Sub- 1. Membuat desain dan produk produk
Bagian internalisasi manajemen risiko
Evaluasi dan 2. Design intepreter & Operator console
Penyelesaian pada lingkup Sub-Bagian Evaluasi dan
Sanggah Penyelesaian Sanggah
3. Melaksanakan tugas lain-lain sesuai
arahan
Andry Noer Staf Sub- 1. Menelaah aspek interaksi manusia dan
Adriansyah, S.Kom Bagian komputer dan komponen user interface
Evaluasi dan 2. Berkoordinasi  aktif dengan unit
Penyelesaian pengembangan  teknologi  informasi
Sanggah terkait pemahaman user experience
dengan  Melaksanakan  pengujian

w

aplikasi (debugger) dari sisi casual
Design intepreter & Operator console
pada lingkup Pokja Pemilihan UKPB]

10 t(:

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN

SEKRETARIS
mmoerrRrTueVzoe TANGGAL 27

NOMOR
2018

DAERAH
AGUSTUS

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK
PERUBAHAN MANAJEMEN RISIKO PENGADAAN

BARANG /

JASA PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KUTAI BARAT

TIM

MANAJEMEN RISIKO

PENGADAAN BARANG / JASA PADA
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

. _SPONSOR DAN PIMPINAN PROYEK

Nama Jabatan Jabatan Uraian Tugas
Dalam Tim
Leonard Yudiarto, S.E | Kepala Project 1. Pembimbing dan

Bagian Sponsor pengawas serta berperan

Pengadaan | ex.officio sebagali inspirator.

Barangdan | Mentor 2. Memberikan  dukungan

Jasa penuh dalam merancang
proyek perubahan.

3. Membantu  memetakan
agenda proyek.

4. Menjelaskan kontrak
penyelesaian tugas dan
memfasilitasi dalam
menyelesaikan masalah. _|

Christian Gamas, Kepala Sub- | Project 1. Mempersiapkan  bahan
ST.MM Bagian Leader diperlukan dengan baik

Perencanaan sebelum bertemu mentor

dan dan coach.

Pembinaan 2. Berprakasa secara aktif
dengan mentor dan coach
serta coach mengikuti
arahan dan masukan
mereka.

3. Menggalang kerja sama
dan kesepakatan dengan
stakeholder.

4. Membuat laporan
kegiatan Taking

| Ownership dan
Laboratorium
Kepemimpinan.
N t
Nama abatan Uraian Tugas sebagai anggota Tim
4. Melaksanakan tugas lain-lain sesuai
arahan
._Unit Pengembangan Teknologi Informasi
Nama abatan Uraian Tugas Sebagai anggota Tim
Adrianus Florentino Staf  Sub- 1. Melakukan riset pengembangan function
Moa, S.Pd Bagian dasar pada pengembangan aplikasi
Perencanaan dengan konsep pemrograman sistem
dan terdistribusi
Pembi 2 pemr K
yang dibutuhkan
3. Melaksanakan tugas lain-lain sesuai
arahan
Sebastianus Hartantyo, | Staf  Sub- 1. Melakukan riset pengembangan terkait
S.Kom Bagian output dasar pada pengembangan
Layanan aplikasi  dengan teknologi modul
Pengadaan eksternal
Barang dan 2. Pelaksana implementasi pada Pelaku
Jasa Pengadaan Barang/Jasa eksternal
3. Melaksanakan tugas lain-lain sesuai
arahan
Penansius, S.Kom Staf  Sub- 1. Melaksanakan uji program (debugging &
Bagian quality control)
Layanan 2. Pelaksana implementasi selaku operator
Pengadaan console pada lingkup LPSE
Barang dan 3. Melaksanakan tugas lain-lain sesuai
Jasa arahan

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal, 27 Agustus 2018

|

Jabatan Uraian Tugas Sebagai Anggota Ti
Pelaksanaan kom jurnal, berita

-ara dukungan, dan dokumen
5. Melaksanakan tugas
arahan

lain-lain  sesuai

Puji Agung Sudrajat,
ST

Staf Sub- 1. Melaksanakan  pembuatan  konsep |
Bagian telaahan staf, dan pembuatan surat
Perencanaan menyurat terkait proses pemanfaatan
dan ruang pertemuan/sarana lainnya
i 2}
dan melaksanakan pemindaian

dokumen vital sesuai arahan

3. Mengelola bahan laporan laboratorium
kepemimpinan secara progresif

4. pengadaan logistik

5. Melaksanakan tugas
arahan

lain-lain  sesuai

._Unit Penyusun Pedoman

Nama [Jabatan | Jabatan Uraian Tugas |
Dalam Tim
5. Memimpin pelaksanaan
project
6. Menentukan standar
| manajemen risiko yang
akan digunakan
7. Memimpin adaptasi dan
implementasi standar
manajemen risiko dengan
‘ proses pengadaan
barang/jasa
8. Menentukan dan
‘mengkaji platform
programming yang akan
digunakan
9. Memimpin coding dan
programming utama
untuk memastikan alur
bisnis  sesuai dengan
konsep pemrograman
sistem terdistribusi
10. Lain-lain yang dipandang
relevan dalam
naan
. SEKRETARIAT TIM
Nama Jabatan Uraian Tugas Sebagai Anggota Tim
Eva Novianti, AMd Staf Sub- 1. Melaksanakan  pembuatan  konsep
Bagian telaahan staf, konsep surat, dan konsep
Perencanaan dokumen terkait
| dan 2. Melakukan komunikasi dan
F pada
3. Melakukan komunikasi dan
korespondensi kepada narasumber
4. Secara proraktif bertugas mendukung
unit kerja yang ada untuk berkolaborasi
antar unit
5. Melaksanakan tugas lain-lain sesual
arahan
Krisna Hawilamis, SE | Staf Sub- 1. Pelaksanaan pembuatan dokumen
| Bagian notulen
[ 2 dokumen hasil
dan laboratorium kepemimpinan
3. logistik
LA

Nama | Jabatan Uraian Tugas Sebagai anggota Tim
Didiek Agung | 'staf Sub- 1. Melaksanakan pembuatan konsep,
Setyawan Bagian telaahan, dan draft terkait teknis
P barang/jasa.
dan 2. Mendampingi proses implementasi
Pembinaan produk pada stakeholders
| 3, Melaksanakan tugas lain-lain sesuai
arahan
Noorlena | Staf Sub- 1. Menelaah kemudahan intepretasi dan
| Bagian pemahaman dalam pemanfaatan
Layanan pedoman
F 2 selaku
Barang dan operator console pada lingkup Sub-
Jasa Bagian Layanan Pengadaan Barang dan
Jasa
3. Melaksanakan tugas lain-lain sesuai
arahan
Yonatan, S.P Staf Sub- 1. Melaksanakan pembuatan konsep,
Bagian telaahan, dan draft terkait teknis
Perencanaan manajemen risiko
dan 2. Design intepreter & Operator console
Pembinaan pada lingkup Sub-Bagian Perencanaan
dan Pembinaan
3. Melaksanakan tugas lain-lain sesuai
arahan




Tools

Visi dan Misi Daerah Kabupaten Kutai Barat, Sekretariat Daerah, dan Bagian Matriks Isu Terkodefikasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa i sl e TR R i T
ntepretasi Matriks Ansoff dan Kesesuaian Nilai Matriks an
Pengadaan Barang dan Jasa
No | Uralan | Kabupaten Kulal Baral Sekretaral Dacrah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa W T TRRTIan = Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Kutai Barat
1 Visi Terwujudnya Kutai Barat yang | Terwujudny Terwujudny. g: Barang dan "", 4 3] B0 At bealet A0 B s b " wei 2 il - :'_ : w"' JL '__ acdl w-’ =
'semakin adil, m:Kr;di:n:an sejahtera | Daerah ) yang M:ﬂmr:: Jasa yangy‘g ;:r;:‘:::‘an prinsip - " r5 o - =] = = - = oo = T3 - e N!lal Tertobot IFE
n y ing kredibel, =
dan penlngkalan kualitas sumber Dalam Perumusan Kebuakan dan msnseiamerakan daerah =3 F 9] 20| FA G| <7 0| 7o ER 193] 113 137 1 (ua‘ R‘(a Rata I-Emah
daya manusia Penyelenggaraan Urusan »
Pemerintahan Daerah b4 3] 2] T T e IS e L L e L G 5| 4,67| 4,33 4] 3,67] 3,33 3| 2,G67| 2,33 2] 1,67] 1,33 1
2 Misi 1. 1. kualitas 1. Men\ngkalkan kualitas pengeln\a.an : 4 57
infrastruktur  dasar publik yang | perumusan kebijakan | administrasi pengadaan barang dan = k 19 G a7 -l B s B B e B | e 2 -
'semakin merata ke seluruh wilayah penyelfanggaraan urusan | jasa dalam rangka mewujudkan tata & > = —= — BT ar=T 1ol o= 4’33 | " "
Kutai Barat Pemerintahan Daerah yang | kelola pengadaan barang dan jasa m
pada dan  dunia  usaha "4 Wl L sfsss] quliess] wnlss—d nafae] oy ™ e T e BR R Dt IRTE e B B e} 4
yang efisien efektif ! - 3,67
transparan bersaing dan akuntabel ?) TH[ I e B i W) 7<) £ Koo U oo BT <o BRRFE o IREE o IERS I ‘8 -
2. Peningkatan kualitas SOMmelalui | 2. Meningkatkan _ kualitas | 2. Meningkatkan _sumber daya | } -E 2 3,33
penyediaan pelayanan kesehatan | sumber daya aparatur melalui | manusia pengadaan yang menjadi i o] 1[*==T" 20| L P B 3 ™ B2 B 1= 118 57 ] s+ Lo~ ’3 ‘é 1
dan  pendidikan yang semakin yang E |- l I 8 v v v a Vi
berkualitas dan menjangkau seluruh | dan bersinergis pengadaan yang inovatif dan E ? - G b X ™ | o R A ey R z ‘E 2,57
lapisan masyarakat berintegritas B T bl il BELY CE ol ] W | T T T i 2,33
3. Reformasi tata kelola 3. Mangamhangkan sistem o = B a3 Al =5 0| 7 8 2] 1 A31 133 143, 2
pemerintahan  dalam  upaya | pelayanan publik yang prima. =
s| 167
E il Vil X
Sl 133
Analisis Aktual Problematik Kekhalayakan dan Kelayakan (APKL) Sub- 1
Bagian Perencanaan dan Pembinaan Pohon Massish Sub-Bagian Berencanaen dan Pembingan
No Masalah A |P|K|L |Jumlah UEG Now: Eemasaishan
Pemilihan Alternatif Pemecahan Masalah Berbasis Teori Tapisan
1 | Terdapat hambatan pelaksanaan pengadaan/belum | 4 |[5(5|5| 19 ; me::;ﬂ”:::t'mmmn = : f :’ J""';""" P
terdapat penanganan risiko yang tepat; POOKNAN DSOS peTsaianan: No [ Alternatif Efektifitas | Efisiensi | Kemudahan | Total [ Keterangan
2. Dibutuhkan standar pengelolaan 5|6 | 5 | 15
2 | Perubahan dan perbaikan regulasi proses pengadaan | 5 | 3 | 5 | 4 17 pormasalahan dan manajomen risiko Strategi
. i pengadaan barang / jasa
barang/jasa pemerintah; 3. Dibutuhkan tools untuk Perokaman | 5|5 | 4 | 14 1 Penetrasi 3 2 5 10
n I N 1 dan pelaporan permasalahan yang
3 | Terdapat kesenjangan antara pembaharuan regulasi | 5 |3 | 5| 3 6 e Kehumasan
dengan proses pembelajaran pada tingkatan dalam melaksanakan tugas —
7 Proses penyusunan rencana pengadaan | 5[5 [ 3 | 13 2 Pengembangan | 5 5 2 12 Terpilih
pelaksana; lidak mempertimbangkan kemungkinan Produk/Jasa
4 | Pergeseran paradigma harga termurah menjadi nilai | 5 |3 |4 3| 15 ;::;I o) el
tambah pada biaya yang dikeluarkan (value for money) 5. Minimnya workshop yang tepat sasaran [ § [ 3 [ 3 [ 11

Masalah Utama : Proses pengdasa barasg / 953 pemerintsh
g memiski b g dan coderung dindici
dareasion belum 3da eblakan pergelobsn rsh.

L

untuk  meningkatkan  kecepatan
pelaksanaan;

6 Belum terdapal pelayanan dalam |4 | 4 | 4 | 12
menangani risiko pengadaan
barangfjasa.

7. Belum terlaksananya penilaian risiko | 5
sehingga hambatan eksternal dan
internal tidak termitigasi

8. SDM yang ada belum familiar terhadap | 4 |
manajemen risiko dan lebih cenderung
reaktif dalam menangani masalah
dikarenakan belum ada wadah untuk
mengkomunikasikan permasalahan dan
cara penanganan yang terpusat.

MaRiskA-FALT.H

5 | Metode pemilihan penyedia yang digunakan belum | 5 |4 |2 | 2 13

tentu sesuai dengan karakteristik pekerjaan;

Administrasi

6 | Permasalahan hambatan/teknis/cuacafalam dalam |5 |5 |4 | 4 18

o
o
o
a

proses pelaksanaan pengadaan barangfjasa yang
kemungkinan  mengurangi  waktu  pelaksanaan

2
a
N
N

pekerjaan berpengaruh pada kualitas;

7 | Pengelolaan penanganan permasalahan /115|555 20

penanganan konsultasi berbasis teknologi informasi;




Persiapan PBJ Penyelenggara Swakelola Tipe |

No | Uraian Waktu Keterangan label D.1
Agu | September Oktober November- Format Tabel Jurnal Kerja Proyek Perubahan
v Desemb ) - .
R TR AR raE T R Jurnal Kerja Proyek Perubahan Manajemen Risiko Pengadaan Barang / Jasa
I Vi

Rapat Awal No Tanggal Uraian Tugas Unit Personil Status Pentahapan
Selesai
Keseluruhan

hd

Pada
Rencana
Jadwal

Tabel tersebut untuk mempermudah pantauan terhadap aktifitas yang sudah dilaksanakan

dan belum dilaksanakan sehingga dapat membantu project leader untuk melakukan
e pengawasan atas tim efektif, digunakan sebagai salah satu bukti atas pelaksanaan pekerjaan
meda ekironk dan mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi juga sebagai pendukung keputusan
perlu atau tidaknya melaksanakan rapat pengendalian proyek. Selanjutnya menugaskan Unit

P en et ap an 1._| Kick-Off Meeting
Pembuatan Surat Keputusan Tim
3. | Prospecting dan Pengumpulan
Penyelenggara Dukungan pada :
a. Kepala Sub-Bagian Evaluasi
dan Peny ian Sanggah
Swake I O I a O I e h b. Kepala Sub-Bagian Layanan
Pengadaan Barang/Jasa
. c.  Unsur Kelompok Kerja
PA/KPA untuk Tipe |
d. PPKatau PPTK unsur DPU-
PR—=UPTD PPJ
(P aS al 4 ayat (5) e. Kepala Bagian Pengadaan
barang dan jasa
f.  Kepala Bagian Umum
huruf a PerLKPP g. Sekretaris Daerah
4. | Pengumpulan Bahan dengan
Narasumber
8/2 O 1 8) 5. | Pengolahan dan penyusunan
Dokumen Pedoman
6. | Finalisasi dan Produksi Dokumen Softcopy dan
Pedoman printout publikasi
. 7. | Pengembangan Aplikasi (Fungsi
Re n C an a K eg I at an Dasar — Proses Bisnis)
3 8. | Sosialisasi Garis Besar Manajemen

Forum min 1x ¢. Dibutuhkan tools untuk Perekaman dan pelaporan permasalahan
Risiko Pengadaan B {
d | I k d 9. Dli?tr?bu;" s:dzi:‘anarang/ = yang dapat menunjang kompetensi SDM dalam melaksanakan
Jadwal Pelaksanaan, dan tugas.
e ————————————————————— sejenis
11. | P ingan Penilaian Risik - P .
RAB pz:gﬂﬁﬁ'unif."baﬁ:'nas':?arf'm‘;nual Demikian laporan ini dibuat sebagai dasar dan usulan dalam
12. | Sosialisasi Pedoman dan Aplikasi Forum, media menetapkan kesepakatan area perubahan, atas perhatian dan
R (soft launching) min 1x i
Itetap an O e 13. | Pendampingan Penilaian Risiko kerjasama serta masukan, saran, dan perbaikannya saya ucapkan
pengumpulan bahan dengan : Q
- menggunakan aplikasi A.M.E.R terima kasih.
engan l I II I per Itung an 14. | Evaluasi dan Kompilasi Akhir Forum .
Sendawar, 27 Juli 2018

15. | Penyusunan Laporan Proyek
Perubahan

te n ag a. 16. | Project Leader mempresentasikan

hasil Laboratorium Kepemimpinan
di BPSDM Prov Kaltim- Samarinda

ahli/peralatan/bahan o i,
tertentu yang dilaksanakan e
dengan kontrak terpisah e e

meny ikan tugas

Eskalas! pada target jangka
panjang

Christian| ag, S.T.M.M
NIP. 19850808 201101 1 004

Proyek)

Keterangan :
: Titik Kritis Proyek Perubahan

MaRiskA-F.A.LT.H-15



STATEMENT OUTPUT

Sehingga untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana menyelesaikan permasalahan

pada area organisasi yang bermasalah?” ditemukan jawaban “Penggunaan MaRiSAFALTH

strategi Pengembangan Produk/Jasa”. Adapun secara spesifik telah ditemukan 3 .

SDemenwhan Agenda Penguasaan Diriyselh mastery))
Dingnosa Pernbakan OrgantsastyfgendaOnooast, dan.

(tiga) produk / jasa yang harus dikembangkan, yaitu : e Tim Loy Ot ok Prmerer

Hingga “[ahap Persiapan”

1. Pedoman Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa;
2. Standar Operasi Prosedur Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa;

3. Aplikasi Manajemen Evaluasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa.




Dokumentasi —— _—_———— W Jurnal Kerja
Visual ——

e Total 7 halaman
Total 49 B 152 entry record
h al am an & ekl i P ; _—

_ Dokumentasi l
Pasal 15 ayat (1) PerLKPP 8/2018, Tim Produk Keluaran Proy
Pelaksana melaporkan kemajuan e Standar Operasional Prosedu
pelaksanaan Swakeloladan Penggunaan » Pedoman Manajemen Risiko
Keuangan kepada PPK secara berkala Pengadaan Barang/Jasa

® Aplikasi Manajemen Evaluasi Risiko

Pasal 15 ayat (2) PerLKPP 8/2018, Tim
Pengawas melakukan pengawasan
pelaksanaan Swakelola secara berkala
sejak pelaksanaan sampai dengan
penyerahan hasil pekerjaan

Pelaporan Kemajuan Tim Pelaksana




. - BUPATI KUTAI BARAT .
> = SE Bupati
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT " o Sendawar, 28 September 2018

“TAmAn orEsamenas rrossoum seor) Kepada
ST

. Inspektur/Kepala

L
Dinas/Badan/Kantor/UPT di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kutai Barat

di-
Tempat

sy conan Pedoman
Nomor : 339/3549/PBJ-TU.P/IX/2018

TENTANG

L]
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH M a n a e m e n
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
- L
. Menetapkan Pedoman Manajemen Risiko Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah R I S I k O P B J
Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tersebut dalam lampiran
Keputusan ini.

. Tiap-tiap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing Perangkat
Daerah melaksanakan manajemen risiko pengadaan barang/jasa pemerintah

. . Panel Kendali  Kerangka Kerja Risiko  Parameter Lingkup Kriteria dan Konteks  Penilaian Risiko  Penanganan Risiko  Pelayanan Tatap Muka
Drganisasi Pemerintah Kabupaten Kute - Dashboard risiko Pengadaan Barang / Jasa Internal e o R
Penyerahan hasil pekerjaan dapat Quanetull

[Terwujudnya Kutai Barat Yang o Analisa Risika Log Pengguna
S

d i I aksan akan S ete | ah S e | u ru h : m;l&;r:;;l{;:;flslﬁn N ﬂﬂ?ﬂu“?a.:fo Evaluasi Risiko Berdasarkan Selera Risiko Konsultasi Pengaduan dan Sanggah Offline

i Evaluasi Risiko Berdasarkan Toleransi Risiko

pekerjaan dalam kontrak telah selesai T i

L Penanganan Risiko
semakin merata ke seluruh Nilai Risike : 21

- wilayah Kutai Barat; SRl Kompilasi Laporan Risiko
0 2. Peningkatan kualitas SDM el
| a u a n mellii nereriaan nelananan Belum Memiliki

Sasaran F‘enalganqq Sebanyak
1. Meningkatra Infrastruktur D asar it
pethubungan dan telekomunikasi di Nilai Risiko : 15 Nilai Risiko: 26 | Milai Risiko : 35
wilayah Kabupaten Kutal Barat memiliki 0 Riska  memiliki0 Risko | memilii 0 Risko

2. Terselenggaranya Pemerintahan
yang semakin transparan dan
akuntabel serta membaiknya kinerja

peryelenggaraan pemerntahan Nilai Riisiko : 15 i Risiko : Nilai Risiko : 27
dan pelayanan public memilki 0 Risko | memilki 2Risko | menilii 1 Risiko
3. Terwujudnya tata perencanaan
pembangunan yang baik yang
didukung cleh sistem pengendalian
yang efeklif dan efisien

RENDAH[EDRD _________________  ___TnGGl
INDEKS RISIKO KESELURUHAN

ADRIANUS FLORENTIND - SUPERUSER

Ty e

HASIL SWAKELOLA TIPE |




Pembayaran Pelaksanaan Swakelola

Pembayaran Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Honorarium Honorarium Pengadaan dalam Swakelola Pengadaan Bahan/Material

Peralatan/Suku

Tenaga Kerja Tenaga Ahli Bahan / Material
Cadang

Honorarium Panitia Honorarium Harga Pasar dengan Harga Pasar dengan

Narasumber/Pembahas,moderat Analisis Kewajaran Analisis Kewajaran

Honorarium Tim

Pelaksana Kegiatan or, pembawa acara, dan panitia

Uang Harian Honorarium Tim Pengelola

Perjalanan Dinas Teknologi Informasi/Pengelola
Website

Uang Harian Perjalanan Dinas

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 7 ayat (4) PerLKPP 08/2020 hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan
Swakelola tipe | dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.




R ——————

ASSESS PERFORMANCE

U 1. Dinas XYZ melaksanakan swakelola penataran tenaga
pangajar. Dalam swakelola ini diperlukan tenaga ahli dari luar
L AVY sebagai pembicara. PA kemudian menginstruksikan agar
. dalam perencanaan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi =~ & aszramerins
50% dari total keseluruhan penyelenggara dan pelaksanaan Hegine Tl 8
agar diawas oleh internal organisasi. Dalam hal ini Dinas e ———
XYZ merencanakan swakelola tipe?
2. Apa saja indikator/kriteria PA/KPA menetapkan Pelaksanaan
Pengadaan dengan menggunakan Cara Swakelola?
3. Apa yang membedakan Kontrak Swakelola dengan Kontrak
Penyedia?




Prabayar Rp25.000

Prabayar

Drabayar

Compass

CONSU ANT @GRGA




DISKUSI

DIPILIH SESUAI HAK PREROGATIF PEMATERI




Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020

Standar Harga Reg |on al
(SHR)

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

Pas al ff‘Z.»iayat (2)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang

Standar Harga Satuan Regional;

. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 3 ayat (2) Kepala Daerah
dimungkinkan untuk menetapkan
harga standar selain honorarium,
perjalanan dinas dalam negeri,
rapat atau pertemuan di dalam
dan di luar kantor, pengadaan
kendaraan dinas, dan
pemeliharaan wajib yang belum
tercantum/selain dalam Perpres
33/2020 dengan memperhatikan
prinsip efisiensi, efektivitas,
kepatutan, dan kewajaran sesuali
dengan ketentuan peraturan
perundangundangan berpedoman
dengan Perpres 33/2020

Lampiran | : tandar Harga Satuan Regional Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi
Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Lampiran Il : Standar Harga Satuan Regional Yang Berfungsi Sebagai Batas
Tertinggi Dalam Perencanaan dan Estimasi Dalam Pelaksanaan Anggaran



SHR Honorarium Swakelola Tipe |

Honorarium Honorarium

Pasal 2 ayat (2)

besaran tertinggi dan tidak dapat dilampaui dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
perangkat daerah (RKA-SKPD)

TI/Website

Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium Penulisan Butir Soal Prov/Kab/Kota
Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium TAPD




SHR Honorarium Swakelola Tipe |

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

Pelaksana Kegiatan

1.

2

SEKRETARIAT

Eva Novianti,
AMd

Krisna Hawilamis,

PROJECT SPONSOR
Leonard Yudiarto, S.E

!

Christian Gamas,
S.T.MM

T

. Didiek

. Noorlena
. Yonatan, S.P
. Faresa

Pedoman
Agung
Setyawan

Marsall
Aswindo SH

—

Dokumentasi

1 Yuvensius
Nggala Parera,
S.Hut

2 Efryanda

Firnandus, S.Pd
3 Turibius Jorant S
4. Andry Noer
Adriansyah,
S.Kom

S

Teknologi Informasi
1. Adrianus
Florentino  Moa,
S.Pd

2. Sebastianus
Hartantyo, S.Kom
3. Penansius, S.Kom

S

Ditetapkan di Sendawar

Pada tanggal, 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH,

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam

suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas

tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris

daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium

adalah sebagai berikut:

a.

b.

mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar
pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang
ditandatangani oleh kepala daerah; atau

2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang

ditandatangani oleh sekretaris daerah.

bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu
diprioritaskan;
merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi

bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan

dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas

melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim

pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan

bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk

menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris

daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan
yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau

b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga)

tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau

kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan

tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi

suatu satuan kerja perangkat daerah.



SHR Honorarium Swakelola Tipe |

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan

Agar tidak lebih bayar, pastikan SHSBJ Prov/Kab/Kota anda
sesual ketentuan Perpres 33/2020

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana

Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat
daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium
bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon IlI, pejabat eselon IV,
pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan

tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:



SHR Honorarium Swakelola Tipe |

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan

Agar tidak lebih bayar, pastikan SHSBJ Prov/Kab/Kota anda
sesual ketentuan Perpres 33/2020

Klasifikasi
No Jabatan
I [I [1I
1 | Pejabat Eselon I dan Eselon II 2 3 4
2 | Pejabat Eselon Il 3 4 S
Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan
3 . : 5 6 7
pejabat fungsional




SHR Honorarium Swakelola Tipe |

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan

Agar tidak lebih bayar, pastikan SHSBJ Prov/Kab/Kota anda
sesual ketentuan Perpres 33/2020

Klasifikasi
No Jabatan
I [I [1I
1 | Pejabat Eselon I dan Eselon II 2 3 4
2 | Pejabat Eselon Il 3 4 S
Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan
3 . : 5 6 7
pejabat fungsional




Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan

Klasifikasi
No Jabatan
[ I1 [11
1 | Pejabat Eselon I dan Eselon 11 2 3 4
2 | Pejabat Eselon III 3 4 S
Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan
3 . . 5 6 7
pejabat fungsional

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang

diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi [ dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten,

atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas
jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua

puluh juta rupiah) per bulan.



Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan

Klasifikasi

No Jabatan
[ I1 [11
1 | Pejabat Eselon I dan Eselon 11 2 3 4
2 | Pejabat Eselon III 3 4 S
Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan
3 . . 5 6 7
pejabat fungsional

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang

diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten,
atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas
jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam
juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh

juta rupiah) per bulan.



Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan

Klasifikasi
No Jabatan
[ I1 [11
1 | Pejabat Eselon I dan Eselon 11 2 3 4
2 | Pejabat Eselon III 3 4 S
Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan
3 . . 5 6 7
pejabat fungsional

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang
diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten,
atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas
jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per

bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.



Honorarium Tim Pelaksana Keqgiatan dan Sekretariat Tim

Pelaksana Kegiatan Swakelola Tipe Il

15, HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN

SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah
a. Pengarah OB Rp1.500.000,00
b. Penanggung Jawab OB Rp1.250.000,00
c. Ketua OB Rp1.000.000,00
d. Wakil ketua OB Rp850.000,00
e. Sekretaris OB Rp750.000,00
f. Anggota OB Rp750.000,00

1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar

pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang

ditandatangani oleh kepala daerah; atau

Jabatan

Klasifikasi

1 I

Pejabat Eselon I dan Eselon II

Pejabat Eselon III

4 5

Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan

pejabat fungsional

[¢)] W [N | —

6 7




Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan Swakelola Tipe Il

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana
1.9.2. )
Kegiatan

1.5.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah
a. Ketua/Wakil Ketua OB Rp250.000,00
b. Anggota OB Rp220.000,00

1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar

1 i . . baoai Tt _
Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut pemerintsh| dactah |yany | bersangkutan ntak tim [yang

a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan ditandatangani oleh kepala daerah; atau
yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau - _
b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang No Jabatan Klasifikasi
ditetapkan oleh sekretaris daerah. I I I
Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) 1 Pejabat Eselon I dan Eselon II 2 3 4
tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau ]
kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan 2 | Pejabat Eselon IiI 3 4 o
tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi 3 Pe_]:abat Eselgn IV, pelaksana, dan 5 6 7
suatu satuan kerja perangkat daerah. pejabat fungsional




Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan Swakelola Tipe |

NO URAIAN SATUAN BESARAN
(1) (2) 3 ()
1.5.1.2.  Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah

a. Pengarah OB Rp750.000,00
b. Penanggung Jawab OB Rp700.000,00
c. Ketua OB Rp650.000,00
d. Wakil ketua OB Rp600.000,00
e. Sekretaris OB Rp500.000,00
f. Anggota OB RpS500.000,00

Klasifikasi

No Jabatan
I III

2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang
1 | Pejabat Eselon I dan Eselon II

ditandatangani oleh sekretaris daerah. 2 | Pejabat Eselon III

Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan
pejabat fungsional

4 5

[¢)] W [N | —

6 7




Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan Swakelola Tipe |

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana
1.9.2. )
Kegiatan

1.5.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah
a. Ketua/Wakil Ketua OB Rp250.000,00
b. Anggota OB Rp220.000,00

1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar

1 i . . baoai Tt _
Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut pemerintsh| dactah |yany | bersangkutan ntak tim [yang

a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan ditandatangani oleh kepala daerah; atau
yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau - _
b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang No Jabatan Klasifikasi
ditetapkan oleh sekretaris daerah. I I I
Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) 1 Pejabat Eselon I dan Eselon II 2 3 4
tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau ]
kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan 2 | Pejabat Eselon IiI 3 4 o
tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi 3 Pe_]:abat Eselgn IV, pelaksana, dan 5 6 7
suatu satuan kerja perangkat daerah. pejabat fungsional




Contoh Besaran Maksimum Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Swakelola Tipe | Untuk
Pemda Klasifikasi |

1 Pengarah dengan tingkat Eselon | / Dapat disamakan dengan Bupati dan Wakil Bupati 375.000,00 OB
2 Pengarah dengan tingkat Eselon I 375.000,00 OB NO URAIAN SATUAN BESARAN
3 Pengarah dengan tingkat Eselon IlI 450.000,00 OB (1) (2) 3) A
4 Pengarah dengan tingkat Eselon IV/Pelaksana/Pejabat Fungsional 535.714,29 OB 1.5.1.2.  Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah
5 Penanggung Jawab dengan tingkat Eselon | / Dapat disamakan dengan Bupati dan Wakil Bupati 350.000,00 OB
! a. Pengarah OB Rp750.000,00

6 Penanggung Jawab dengan tingkat Eselon Il 350.000,00 OB 2
7 Penanggung Jawab dengan tingkat Eselon Il 420.000,00 OB b.  Penanggung Jawab OB Rp700.000,00
8 Penanggung Jawab dengan tingkat Eselon 1V/Pelaksana/Pejabat Fungsional 500.000,00 OB ¢. Ketua OB Rp650.000,00
9 Ketua dengan t!ngkat Eselon | / Dapat disamakan dengan Bupati dan Wakil Bupati 325.000,00 OB d.  Wakil ketua OB Rp600.000,00
10 Ketua dengan tingkat Eselon Il 325.000,00 OB -
11 Ketua dengan tingkat Eselon Ill 390.000,00 OB e. Sekretaris OB Rp500.000,00
12 Ketua dengan tingkat Eselon IV/Pelaksana/Pejabat Fungsional 464.285,71 OB f.  Anggota OB Rp500.000,00
13 Wakil Ketua dengan tingkat Eselon | / Dapat disamakan dengan Bupati dan Wakil Bupati 300.000,00 OB ) ) -
14 Wakil Ketua dengan tingkat Eselon I 300.000,00 OB Klasifikasi
15 Wakil Ketua dengan tingkat Eselon Il 360.000,00 OB No Jabatan
16 Wakil Ketua dengan tingkat Eselon 1V/Pelaksana/Pejabat Fungsional 428.571,43 OB 1 1
17 Sekretaris dengan tingkat Eselon | / Dapat disamakan dengan Bupati dan Wakil Bupati 250.000,00 OB
18 Sekretaris dengan tingkat Eselon Il 250.000,00 OB 1 Pejabat Eselon I dan Eselon Il 3 4
19 Sekretaris dengan tingkat Eselon Ill 300.000,00 OB
20 Sekretaris dengan tingkat Eselon IV/Pelaksana/Pejabat Fungsional 357.142,86 OB 2 Pejabat Eselon I 4 5
21 Anggota dengan tingkat Eselon | / Dapat disamakan dengan Bupati dan Wakil Bupati 250.000,00 OB
22 Anggota dengan tingkat Eselon I 250.000,00 OB 3 Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan 6 7
23 Anggota dengan tingkat Eselon 1lI 300.000,00 OB pejabat fungsional
24 Anggota dengan tingkat Eselon 1V/Pelaksana/Pejabat Fungsional 357.142,86 OB
a. Klasifikasi | dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten,

atau kota yang telah memberikan tambahan penghasil ax; pada kelas atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas

jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per

juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

puluh juta rupiah) per bulan.
juta rupiah) per bulan.



Contoh Besaran Maksimum Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Swakelola Tipe | Untuk
Pemda Klasifikasi |

1 Ketua/Wakil Ketua dengan tingkat Eselon 1/  125.000,00 OB |59 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana
Dapat disamakan dengan Bupati dan Wakil Kegiatan i
Bupati 1.52.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Darah

2 Ketua/Wakil Ketua dengan tingkat Eselon Il 125.000,00 OB . T = TTTTTYYY

3 Ketua/Wakil Ketua dengan tingkat Eselon Il 150.000,00 OB 2. Ketua/Wakil Ketua g RpQSO'OOO’OO.

4 Ketua/Wakil Ketua dengan tingkat Eselon 178.571,43 OB b.  Anggota OB Rp220.000,00
IV/Pelaksana/Pejabat Fungsional Klasifikasi

5 Anggota dengan tingkat Eselon | / Dapat 110.000,00 OB No Jabatan
disamakan dengan Bupati dan Wakil Bupati I . i

6 Anggota dengan tingkat Eselon Il 110.000,00 OB 1| Pejabat Eselon I dan Eselon II 2 3 4

7 Anggota dengan tingkat Eselon Il 132.000,00 OB 2 | Pejabat Eselon III 3 4 5

8 Anggota dengan_tlngkat Esel_on 157.142,86 OB Pejabat Esclon IV, pelaksana, dan
IV/Pelaksana/Pejabat Fungsional 3 | pejabat fungsional 5 6 7

a. Klasifikasi | dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten,

atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas
jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per
juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

puluh juta rupiah) per bulan.
juta rupiah) per bulan.



LAMPIRAN Il
PERPRES 33/2020

V&

PRESIDEN
£PUBLIK INDONES),

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBL
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

+ Honorarium Narasumber, moderator, dan pembawa acara normal (Tenaga
Ahli Swakelola Tipe | termasuk disini). STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI

+ Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri; BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM

+ Biaya Konsumsi Rapat;dan PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

+« Biaya Pemeliharaan.

{etentuan Lampiran II dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai satua;

» yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui

‘an anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estir

Berupa Batas Tertinggi
Yang Boleh dilampaui Pada
Pelaksanaan

Ketentuan Lampiran Il dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai
satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat
dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang
berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat
dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan
atas bukti pertanggungjawaban

‘tasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksar

n didasarkan atas bukti pertanggungjawab+

vjlum narasumber, moderat

alam negeri




Makan Minum Rapat

Safan biaya konsumsirapat merupakan satuan biaya yang igunaken untuk
menyusun perencancan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudepan,

termastuk minuman untuk rapat atau perteruan;

a 1apat Koordinasi tinghat Kepala daerah, eselon |, atau setara yang

pesertanya menteri, estlon |, atau pejabat yang setara atau

b, rapat biasa yang pesertanya methatkan satuan hera lainnya, eseon |
ey, esélon | sy, hementeran negara, lemaga alnnye, Instans
pemerintah, dan atal masyarekat dan claksenakan minimal selama 1

(dua) jam.

TABEL 2.6

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

KUDAPAN
NO. PROVINSI SATUAN MAKAN (SNACK)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 RAPAT KOORDINASI TINGKAT Orang/Kali Rp110.000,00 Rp49.000,00
KEPALA DAERAH/ESELON I/SETARA
2 RAPAT BIASA
2.16 JAWA TIMUR Orang/Kali Rp44-UUD,UDI Rp23.000,00
2.17 BALI Orang/Kali Rp48.000,00 Rp20.000,00
2.18 NUSA TENGGARA BARAT Orang/Kali Rp41.000,00 Rp17.000,00
2.19 NUSA TENGGARA TIMUR Orang/Kali Rp41.000,00 Rp21.000,00
2.20 KALIMANTAN BARAT Orang/Kali Rp44.000,00 Rp16.000,00
2.21 KALIMANTAN TENGAH Orang/Kali Rp40.000,00 Rp15.000,00
2.22  KALIMANTAN SELATAN Orang/Kali Rp45.000,00 Rp16.000,00
2.23 KALIMANTAN TIMUR Orang/Kali Rp43.000,00 Rp24.000,00
2.24 KALIMANTAN UTARA Orang/Kali Rp43.000,00 Rp20.000,00




Jasa Kebersihan

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

HALAMAN
GEDUNG GEDUNG TIDAK | GEDUNG/
NO: PROVINSI SATUAN | BERTINGKAT BERTINGKAT | BANGUNAN
KANTOR
(1) (2) (3) (4) (S) (6)
23. | KALIMANTAN TIMUR m2/tahun Rp242.000,00 | Rp200.000,00 | Rp13.000,00

Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat memiliki luas
sebesar £9000 meter persegi yang terbagi atas 3
lantai, berapakah pagu maksimal tahun 2021 yang
dapat dianggarkan dengan menggunakan SHR?



RAISE HAND

DIPILIH SESUAI HAK PREROGATIF PEMATERI




Jasa Kebersihan

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

HALAMAN
GEDUNG GEDUNG TIDAK | GEDUNG/
NO: PROVINSI SATUAN | BERTINGKAT BERTINGKAT | BANGUNAN
KANTOR
(1) (2) (3) (4) (S) (6)
23. | KALIMANTAN TIMUR m?2/tahun Rp242.000,00 | Rp200.000,00 | Rp13.000,00

Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat memiliki luas sebesar 29000 meter persegi yang
terbagi atas 3 lantai, berapakah pagu maksimal tahun 2021 yang dapat dianggarkan
dengan menggunakan SHR?

Jawab :
Pagu Jasa Kebersihan = 9000 * Rp242.000 = Rp2.178.000.000/tahun



DISKUSI

DIPILIH SESUAI HAK PREROGATIF PEMATERI




Dilakukan
Oleh SDM internal

N

Menghasilkan

Barang, Jasa Lainnya, Jasa
Konsultansi, dan/atau
Pekerjaan Konstruksi

Dapat Terintegrasi _

Jasa Konsultansi + Jasa
Lainnya + Pengadan Barang
(Contoh)

Kontrak Swakelola

karena sifat Swakelola yang
tidak memungkinkan yang pada
akhirnya mengesampingkan
penerapan hukum (ganti
rugi/sanksi kekayaan)

4

Kesimpulan

Swakelola
Tipe 1

Pengadaan
Barang/Jasa

Standar
Harga Regional

Batas Tertingqgi
Tidak boleh dilanggar

?

Menjadi Dasar

Pembayaran

Dengan ketentuan untuk
Swakelola tipe | ditetapkan
Sekretaris Daerah saja

‘ Lampiran |
Digunakan dalam

penganggaran dan realisasi

Lampiran Il

Bersifat Estimasi dan digunakan
dalam penganggaran, realisasi
dapat melebihi dengan bukti
pertanggungjawaban




Sekian dan Terima Kasih

Semoga Bermanfaat

- m‘m i B .

Mari Jadlkan Pengadaan Barang/Jasa
Sebagai faktor penunjang untuk . I
mencapai tujuan dari Organisasi demi ff’
Kesejahteraan Bangsa

J
|
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Swakelola Tipe | merupakan salah satu Cara Pengadaan yang dapat
e P B D e i (e digunakan untuk mencapai Optimasi dan Pemenuhan Kebutuhan
dengan mendayagunakan Sumber daya eksisting

https://christiangamas.net/
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